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P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Lasusua  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Dusun  II,  Desa

Kondara,Kecamatan  Pakue,  Kabupaten  Kolaka  Utara,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani,

tempat  kediaman  di  Dusun  II,  Desa  Kondara,  Kecamatan

Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03

Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Lss, Adapun

duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Penrang,  Kabupaten  Wajo,

Provinsi  Sulawesi  Selatan,  sebagaimana  bukti  berupa  Kutipan  Akta

Nikah Nomor 0097/006/VIII/2018, bertanggal 28 Agustus 2018;  
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2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama sebagai suami-istri  dengan bertempat tinggal di rumah orang

tua Penggugat di Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten

Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan lalu pindah ke rumah

kontrakan  di  Jl.  Suryanata,  Kelurahan  Selisun,  Kecamatan  Nunukan

Selatan,  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  lalu  pada

bulan November 2019 pindah dan tinggal di Desa Kondara, Kecamatan

Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;  

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

semula  berjalan  rukun  dan  baik,  namun sejak  bulan  Desember  2018

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  muncul  perselisihan  dan

pertengkaran;  

5. Bahwa  perselisihan  Penggugat  dan  Tergugat  pada  intinya

disebabkan oleh; Tergugat  memakai  barang  terlarang  (narkoba)

berdasarkan bukti chat WhatsApp Tergugat dengan teman Tergugat yang

sedang memesan barang haram tersebut; Tergugat  sering

memukul  Penggugat;   Tergugat  sering  bicara  kasar  dengan mengatai

Penggugat Asu;   

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat

dengan  Tergugat  terjadi  pada  bulan  November  2019  saat  mana

Penggugat  pergi  meninggalkan Tergugat  ke rumah orang tuanya   dan

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

sampai  sekarang  tanpa  saling  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri;  

7. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di

atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  
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Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Lasusua  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Ernawati, S. Sos binti Muh. Alimuddin);  

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Juni 2020 dan tanggal 11 Juni

2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini  tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi

sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan  Mahkamah

Agung  RI  Nomor  01  Tahun  2016  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  kemudian  Majelis  Hakim  berusaha  mendamaikan  dengan

menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

tidak  berhasil,  lalu  dibacakan surat  gugatan  Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang sah tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

     Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Penrang, Kabupaten

Wajo,  Nomor  0098/006/VII/2018 Tanggal  28  Agustus  2018,  bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  Marhani  binti  H.  Runa,  umur  37  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Ibu  Rumah Tangga,  bertempat  tinggal  di

Dusun  III  Balele,  Desa  Ujung  Tobaku,  Kecamatan  Katoi,  Kabupaten

Kolaka  Utara,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah Tante Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

di  rumah orang tua  Penggugat  di  Desa Temmabarang,  Kecamatan

Penrang, Kabupaten Wajo,Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan

lalu  pindah  ke  rumah  kontrakan  Kecamatan  Nunukan  Selatan,

Kabupaten Nunukan,Provinsi Kalimantan Timur; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak dua minggu setelah pernikahan;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  sering  marah-marah  dan  memukul

Penggugat; 
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- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Tergugat marah

kepada  Pengugat  karena  pada  saat  itu  Penggugat  menyajikan  the

panas di dalam gelas terdapat sendok, pada saat itu Penggugat lupa

dan Penggugat mengetahui jika terdapat sendok dalam gelas Tergugat

tidak suka; 

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Terugat jika sudah

marah mudah sekali memukul Penggugat; 

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih

2 kali; 

- Bahwa  pada  saat  bertengkar  Penggugat  memukul  Tergugat

mengunakan tangan; 

- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma 1 kali pada

saat itu saksi tinggal di tempat Kakak saksi atau orang tua Penggugat;

- Bahwa  Peristiwa  tersebut  terjadi  sekitar  bulan  September  2018

sebelum  Penggugat  dan  Tergugat  Pindah  kerumah  Kontrakan  di

Nunukan kalimantan Timur; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

November 2019 sampai sekarang sudah berjalan tujuh bulan; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  di  Desa

Kondara,Kecamatan  Pakue,  Kabupaten  Kolaka  Utara  dan  Tergugat

tinggal di Nunukan, Kalimantan Timur; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Saksi 2,  Irawati binti Muhammad Amin, umur 32 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa
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Lanipa-nipa,  Kecamatan  Katoi,  Kabupaten  Kolaka  Utara,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah Saudara Sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

di  rumah orang tua  Penggugat  di  Desa Temmabarang,  Kecamatan

Penrang, Kabupaten Wajo,Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 bulan

lalu  pindah  ke  rumah  kontrakan  Kecamatan  Nunukan  Selatan,

Kabupaten Nunukan,Provinsi Kalimantan Timur; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  sering  marah-marah  dan  memukul

Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering bercerita kepada

saksi jika terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak

November 2019 sampai sekarang sudah berjalan tujuh bulan; 

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  di  Desa

Kondara,Kecamatan  Pakue,  Kabupaten  Kolaka  Utara  dan  Tergugat

tinggal di Nunukan, Kalimantan Timur; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil

karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 
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Bahwa atas keterangan para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah,

oleh  karena  itu  keduanya  mempunyai  kualitas  (legal  standing/kedudukan

hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon

agar  Penggugat diceraikan  dari  Tergugat  karena  sejak  bulan  September

2018 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah dan memupul

tanpa alasan yang jelas, yang pada akhirnya sejak November 2019  sampai

sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap

sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 05 Juni

2020 dan tanggal 11 Juni 2020, Tergugat telah dipanggil secara patut dan

resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah

tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan

tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat.  Oleh  karena  itu  Majelis

Hakim berpendapat bahwa perkara  a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran
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Tergugat  dan Majelis  Hakim dapat  menjatuhkan putusan dengan putusan

verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab

Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut

والبــينة الدعــوى جـازســـماع وتعــززه لــتواريه تعــذرإحضــاره وإن

عـليه والحــكم

Artinya  :  ”  Apabila  Tergugat  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi

atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti -

bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa di persidangan,  Penggugat telah mengajukan

alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil,

dan  keterangannya  didasarkan  atas  pengetahuannya  sendiri,  serta  saling

bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan  Pasal 170

dan Pasal 171 ayat (1) Rbg, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan

pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan gugatan Penggugat  yang dikuatkan

dengan  bukti-bukti  surat  dan  saksi-saksi  dapat  ditemukan  fakta sebagai

berikut:

1.  Bahwa  pada  tanggal  27  Agustus  2018,  Penggugat  dengan

Tergugat  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Penrang,

Kabupaten  Wajo,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  sebagaimana  bukti

berupa  Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/006/VIII/2018, bertanggal 28

Agustus 2018;

2.  Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama namun belum dikaruniai keturunan;

3.  Bahwa sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Tergugat  sering  marah-marah  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  suka

memukul Penggugat;
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4.  Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan

Tergugat di kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat

di Desa Kondara,Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara sampai

dengan sekarang tidak pernah kembali; 

5.  Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai

dan rukun kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstitutir) sesuai Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1.  “Antara  suami  dan  isteri  “  :  fakta  hukum  pada  angka  1

menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah  dan

belum pernah bercerai ; 

2.  “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta

hukum pada angka 3 membuktikan bahwa sejak  September 2019

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  bertengkar  terus

menerus  yang  di  sebabkan  karena  Tergugat  sering  marah-marah

tanpa  alasan  yang  jelas  dan  suka  memukul  Penggugat  dan  fakta

hukum  no  4  Membuktikan  bahwa  akibat  pertengkaran  Penggugat

dengan Tergugat sejak November 2019 berpisah tempat tinggal ;

3.  “Tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh

fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah

dilakukan  tetapi  akhirnya  tidak  berhasil  merukunkan  Penggugat

dengan Tergugat ;

Menimbang,  bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum angka 3

sampai  5  di  atas  telah  memenuhi  pula  maksud  Pasal  22  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo Pasal  134 KHI yaitu telah jelas sebab

akar  permasalahan pertengkaran antara  Penggugat  dengan Tergugat  dari
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saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan  tetapi tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa dalam suatu rumah tangga jika  suami istri telah

pisah  demikian lamanya, mereka  telah bertengkar tak ada kecocokan lagi,

dan selama  berpisah tak ada  yang berusaha untuk rukun, walaupun telah

diusahakan  perdamaian akan tetapi  tidak berhasil,  maka keadaan tersebut

menurut Majelis Hakim  merupakan bukti  rumah tangga yang telah pecah

dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai

tujuan  perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-

qur'an  surat  Ar-Rum    ayat   21,  yaitu  terbentuknya  keluarga  sakinah,

mawaddah warohmah; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  berpendapat  sesuai  dengan

ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim

( tentang kamadlorotan dari  suami) dengan bukti-bukti  yang diajukan oleh

isteri atau pengakuan suami, sedang perbuatan itu selayaknya mengganggu

keharmonisan  rumah  tangga  dan  hakim  tidak  berhasil  mendamaikan

keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang,  bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat  terus-

menerus dan tidak ada harapan bagi  Penggugat dan Tergugat untuk hidup

rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat  telah  pecah  karena  telah  hilang

ikatan  batin  antara  Penggugat dan  Tergugat,  Sehingga  mempertahankan

Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah

satu  pihak  diantaranya.  Oleh  karena  itu,  menceraikan  Penggugat dari

Tergugat  adalah  lebih  baik  dan  lebih  bermanfaat.  Hal  ini  sesuai  dengan

qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المـصــالـح؛ جـلــب على مـقـــدم المـفـــاســـد درء
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Artinya  :  “Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  daripada  menarik

kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat telah

beralasan hukum sesuai  dengan Pasal  19 huruf  f   Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f   Kompilasi  Hukum Islam, oleh

karena  itu  patut  untuk  dikabulkan  sebagaimana  tersebut  dalam  diktum

putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Lasusua adalah talak satu bain sugra,  maka sebagaimana maksud Pasal

119  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun

dalam masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),

tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  semua

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat )

terhadap Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar

biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 ( enam ratus empat puluh

satu ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Lasusua pada hari  Selasa tanggal  23 Juni 2020 Masehi bertepatan
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dengan tanggal  2 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh  Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.HI dan Akbarudin AM, S.H.I.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut,  dan didampingi  oleh  Fadliyah Zainal,  S.HI

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

     Hakim Anggota,                        

Hakim Anggota

      Ahmad Rifki Fuadi, S.HI                
Akbarudin AM, S.H.I.

   Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.HI

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp   30.000,00

-  ATK Perkara : Rp  50.000,00

-  Panggilan : Rp  525.000,00

-  PNBP Panggilan            : Rp  20.000,00

-  Redaksi : Rp   10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 641.000,00
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(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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